
c. bahwa berdasarkan pertlmbangen sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atae Peraturan Bupati Purworcjo Nomor 4 7 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan 
dan tingkat kebutuhan serta dengan 
memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Purworejo sebagaimana dimaksud pa.da huruf a, 
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib 
administrasi pengelolaan Alok.asi Dana Desa di 
Kabupaten Purworejo, m.aka telah diterbitkan 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cam Pengalokasian dan 
Pengekilaan Aloka.si Dana Desa sebagaimana. telah 
diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraruran 
Bupati Pwworejo Nomor 50 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwort:jo 
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengalokasian dan Pcngelolaan Alolmsi Dana. Desa; 

BUPATI PURWOREJO. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 

PENGALOKASIAN DAN PENGELOL.AAN ALOKASI DANA OESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATl PURWOREJO 
NOMOR 33 TAJIUII' 2016 

BUPATI PURWOREJO 
PROVIIfSI JAWA TBNGAB 

ISALINANI 

 



Menetapkan : PERUBAHAN KE11GA ATAS PKRATURAN BUPA11 
PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TE?n'ANG 
J'EDOMAN TATA CARA PENGAWKASJAN DAN 
.PENOELOLAAN ALOKASl DANA DESA. 

i. Paaal 18 ayat (6) Uodang-Undang Daaar Nepra 
Republik lDdonesia Talrun 1945; 

2. Un~·UDdang Nomor 13 TahWJ 1950 tentang 
Pembentuk:an Dacrab-daenlh Kabupaten DalaJn 
Linglrunpn Propinm Jawa Tenph; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenWlg 
Deaa (Lembanul Nepra Republik lodoneaia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambabau Lembuan Nepn1 
Rcpuhlik lndone&ia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomnr 23 Tahun 2014 tentallg 
Pemerintahan Daerah (Lembanm. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tllmbahan 
Lenibaran Nepra RepubJik Jndooesia NOIJlDI' 5587), 
aebupirnena telah diubah beberapa kali, tcrakhir 
denpn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang l"ffubahan Kedua Ata.e Undeog-Uodeng 
Nomor 23 Tahun 2014 tent.ans Pemerinta.ha.n 
.Da£rah (Lembanm Nepnt Republik lndoneeill 
Tahun 2015 Nomor 58, TamhebeD Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peratw-an Pemerinteh Nomor 43 Tahun 2014 
tentang PeratW'Bn hlakaanaan Und•mg-Undang 
NOJ1Jor 6 Tahun 2014 tentang De.a (Lembanu:i 
Negara Republik lndoneeia Tahun 2014 Ncn:noi- 123, 
Tambahan Lcaibenm Nepnl Republik Indonesia 
Nomor 5539), aebagaimaoa telab diubah dmpn 
Peratutan Pemerintah Nomol' 47 Tahun 2015 
t.entang Perubahan Atu Peratunm Pemerinc:ab 
Nomor 43 Tllhun 2014 bmtang Pttaturan 
Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
mitang Deaa (Lemberan Nepm Repubtik 1ndonnie 
Tabun 2015 Nomor 157, Tllmbahan Lembaran 
Nepn RepubUk b:Kloneaia Nomor 5717); 

 



(4) Permohonan pencairan ADD tahap f acbagaimaoa dimakaud 
pada ayat (2) huruf a, diajukan IICCIU'3. tertuiis deogan 
dilampiri: 
a. swat pengantar dari KeJ)6la Desa perihal Pennobonan 

Penc:ai.ran ADD tahap I; 
b, k.witanai randa terima ADD tahap I; 
c. fotokopi buku tabwipn atu nama Pemcrintah Desa pa<MI 

bank yang ditunjuk, dilepliair pejabat yang berwenang; 
d. fotokopi Peraturan De.a tenlmlg Rencans. Pemban8Unan 

Jangka Menengah Ona; 
e. fotolcopi Peratunm Deaa tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Deaa; 
r. Peraturan Desa tentang APBDesa; 
g. RAB-ADD; 
h. £otokopi Laporan .Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dan 

Laporan Keterangan Pe:nyelenggaraan Pemerintahan Cesa 
tahun eebelumnya; 

(1) ADD dapat disalurkM locpada De.a yang beraangkutan apablla 
telah tercantum dalaJn APBOeM tahun anggaran berkenun. 

(2) ADD disa.lurkan dalatn 2 (dua) tahap, dengan ketentuan 11ebagai 
berikut: 
a. tahap l untuk eemester kesatu sebesar 50% (Uma puluh 

persen); 
b. tahap II untuk semester kedua sebeaar SOo/o (lima puluh 

peraen). 

{3) Dalaln ha1 terjadi perlcembangan kebutuhan dan/ atau keadaan 
tenentu, maka pengaloJusian dan tahapan penyaluran ADD 
sebagai.roaiut diroaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh 
Bupati dan ditetapkao denpn Keputwlan Bupali. 

Paaal 16 

Pcraturan Bupati Pwworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengalokaaian dan Pengclolaan Aloka&i Dana Deaa (Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), yang telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupali Purworejo: 
a. Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 

2015 Nomor 18); 
b. Nomor 50 Tahun 2015 (Serita Oaerah Kabupaten Purworejo Tahun 

2015 Nomor 51); diubah scbepi berikut: 

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Paaal 16 diubah, 9Chingga Paaal 16 
berbunyi sebagai berikut: 

Paaal I 

 



f8) Setelah dana diaalurken., Kepala DPPKAD menyampaikan aurat 
peroberitahuan pencaiffln kepada Kepala Cesa penerima ADD 
roelalui Carnal. 

m Kepala DPPKAD meuya.turkan laJlg8ung ADD dari Ku Umum 
Daerah IIZ: Rekening Plet..mntah De8a melelui bank yang 
ditunjuk. 

(6) Penoohotlan pencairan berikut Lempiraonya eebapimana 
dimehtld }WI& ayat {4) dan ayat (5), ditujukan kepada Bupati 
c.q. Ktpua DPPKAD melalui Carnet. 

i. Keputusan Kepala Deaa tentang Penetapan Penerima dan 
Beaaran Penerimaan hngbaBiJao Tetap Kepala Desa dan 
P'eranglmt Desa eemeater knatu. 

j. Keputuaan Kepala Deea tentang Peoetapan Beeanul 
1\mjanpn Kesebatan dan/atau TUltjengan Ket.enagakerja.an 
ae~keeatu; 

k. Lapcmm akhU' pelakaanaan ADD aena IIQlioao bukti lllll"8t 
perwlllWlOl-ban ADD Tahap O tahun II.Of!Pl8Jl 
aebelumnya; 

I. Derita Acara baail verifiJausi perayaratan ~ ADD 
tabap I dari Tim Penda.mpiog ADD. 

(5) Perm.obonao penaunm ADD tahap U aet-.geirnana dimabud 
pada ayat (2) huruf b, diajukan IICalrll tertulia denpn dilampiri; 
a. 11urat penpotar dari Kepala Desa perihal Permohonan 

Pencainm ADD tahap ll; 
b. kwitanai tanda terirna ADD tahap II; 
c. l'otokopi buku tabungan ataa nama Perncrinlah Desa pada 

Bank yang dituajuk, dilegalillir pejabat yang bu ... oeng; 
d. Peraturan Desa tentang Perubahan R,:ncana Kaja 

~tah Dcaa tahun berbnaan yang bcrwmbcr dari 
ADD ap&bila ada pcrubahan; 

e. Peraturan Della tentang pen.iblbao AP8.De8a apabi.la ada. 
perubahan; 

t. ~bahao RAB-ADD apabila ada perubahan; 
g. Keputw,an lCepala Deaa tentang Perlttapao Peoerima dao 

Bcsaran Penerirnaan Penghaeilan Tetap Kepala Desa dao 
Penl.ngkat De9a :semester kedua. 

h. Keputusan Kepala Deaa tentang Pcnetapeo Beaaran 
Tunjangan Keaehatan dan/atau Tunjaogan .Keteoagakerjaan 
aemester kl:dua; 

I. laparan berlcaJa pelaksaoaeo ADD tabap ( tahun IUl@Pl'&D 
bemnaan serta 8lllinan bukti surat pertanggungjawaban 
ADD tahap I Tahun Angaran berkenaan dcnpn realill4Uli 
paling eedoo~ 85% (delapan puluh lima penen); 

j. Berita Acara baail verilikasi pensyaratan Pencairan ADD 
tabap u dari nm Pmdamping ADD. 

 



(2] Bclanja penyelenggara.an pemerintahan desa sebagaimane 
dimaki,ud dalam ayat (1) tligunakan untuk: 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa: 
b. tunjangan angota BPD; 
c, operasional BPD; 
d. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga CRW); 
e, opera1ional pemcrintah desa; 
f. tunjangan kesehatan dan/ etau tunjangan kctenagakcrjaan 

bagi kcpala desa dan perangkat deaa. 

(3) Belartja operaaional Rulrun Tetanga (RT) dan Rukun Wlll'ga (RW) 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (21 huruf d merupakan 
bantuan kclembagaan yang digunakan untuk biaya operaaional 
Rukun Tetangga {RT) dan Rukun Warga (RWJ dalaJn rangka 
mcmbantu peiak8anaan tugllll pclayana.n pc:merintahan, 
perencanaan pembw]8Unan, kctcntraman dan ketertib&n, 11erta 
pemberdayaan masyarakat desa, 

(4] Biaya pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa &ebagaimaoa dimaksud 
dalarn ayat [I], dipcrgunalaul untuk membia.yai pelakaana!u, 
program dan kegiatan, antara lain di bidang: 
a. pendic:likan; 
b. kesehatan; 
c. pertanian; 
d. infrastrulctur pedesaan; 
e, pengentaaan kemilkinan; 
f. eoaiel dan budaya; 
g, penyelengpraan pelayanan publlk; 
h. penyertaan model pad& BUMDesa; 
i. pengcmbtingan teknologi tepat guna; 
j, pemberdayean Lembaga. Kema&yllnlkatan Dcsa; 
k. la:tentruroen clan kctertiban masyarakat; 
I. penyusunan dan pendayagtmaan Data Profil Cesa; 
m. pengjeian keanggotaan BPD; 
n. pcngisian Perangket Desa; 
o. pembentukan atau pengisian keanggotaa.n Lemhaga 

Kemaeyarakatan 0-. (LKD); 
p. program dan kegiaten lainnya yang mcrupakan priorttas 

haail musyawarah perencanaan penggunaan ADD. 

(1) ADD yang diterima ol.eh Cesa dipergunakan untuk biaya 
penyelenggaraan ~merintahan Desa, pernbangunan Desa, 
pembinaan lremasyaraltatan Deaa dan pemberd.ayun 
masyarakat Desa, 

Paaal 17 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 
aebagai berikut: 

 



(5) Pcnggunaan ADD untuk: membiayai pioguun clan lregiatan 
lainnya eebagaimena dimaksud pada. ayat (3) buruf p, tidak 
boieh cfisunabD untuk: 
•. biaya peu)"::lc:ngar&an pemilihan Kq)ala Desa; 
b. pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa.; 
c, biaya pendampingan program pembangunan yang sudah 

di~ dari Pemerintah PulMlt/ Amlerintah Dur-ah. 

3. Ketentuan Pual 22 ditambab 2 (dull) ayat, yalali ayat (6) dan 
ayat (7), eebinga Pua! Z2 berbunyi aebqai berilrut 

Pual22 

(1) lCepala Dem& dan Pmmgkat Della yang di,anpat metelah 
berlakuDya Peraturan Bupeti ini, diberikan penpaailan ~tap 
terhitung mulai buJan berikutnya 8tjak laOl!B9\ pdantikan 
eebagai Kepala Deea atau Perangkat Dee&. 

(21 Kepl1a DeN dan Pcraogkat Deea yang di.angkat menj&di 
Pqitwai Negeri Sipil/ Tentara Nasional lndooc:eia (TNJ)/ 
K.epolieian Republik. Indonesia (POLRl)/Badan Uaaha Milik 
Negara (BUMN)/ Sadan Uaaha Mililc: Daerah (BUMD), eetelah 
berla1omya Peraturan Bupe.ti ini, tidak diberikan pengbeail•o 
tetap lffllitung mulai bulan berikutnya aejak tanggal pmerbitan 
swat tuga.snya aebagai Pegawa.i NCB'=ri Sipil/ Tentara Nasional 
Indonesia (TNI)/ Kepolieian Republik ladonesia (POlRl)/Bedan 
Uaaha Milik Negara (BUMN)f B&dan Usaha Milik Daerah 
(BUIID). 

(3) Dalarn hal terjadi pengaogkatan maupun mutui Perangkat 
Desa yang pc)entikaonya aet.elab tangal 15 (lima belaaj, meb 
Pmglulailan Tetap untuk bulan u:rsebut diberikan kepada 
pejabat lama. 

(4) Dalarn hal terjadi pengangkatan maupun mutasi .Perangkat 
Deaa yang pelantibnnyll. aebelum tanggal 15 (lima belasl, rneke 
l'fflgbasilaD Tetap untuk bulan ter.ebut diberikan krpada 
~abatbuu. 

(51 Kq,ala Deea dan l"eraogJ(at Della yang roeningtlken tupa 
eecara tidak l8h lcbih dari 15 (lima belul hari mja 4'kim aatu 
t-Jk!n, meka t:idak dibc::rikan pengbeailen tetep UDtuk bnJen 
beru:naaD. 

(6) OQUD hal Kepala Desa atau l'enuJt!kat Della rncninaal dunia 
eetelah tangBl 15 (lima belae), make J>enahe8ilan Tetap rmtuk 
bulan tereebut diberikan kepada Mli Wllnllll)'B. 

(7) Dalam hal Kepela Deaa atau Perangll&t De8e. diberhentikan 
sementara., rnaka diberib.n P<enghasilan Tetap IICbcear 50% 
(lima puluh persen). 

 



SESUAI DENGAN ASLINYA 
BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 33SERl K NOMOR 30 

TRI HANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purworejo 
pada tangg$l 8 Ap9tu 2016 

AOUS BASTIAN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Ditetapkan di .Purwottjo 
pada tanga1 e Acutu 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Purwortjo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

4. Lampiran I diubeh, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran Peraturan Bupati ini. 

 



KOP 

BERITA ACARA HASIL EVALUASJ DAN VERIPIKASI 
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANOOARAN 20 .•..•. 

NOMOR: ................................. ,u,,, •••••••••••• 

Pad.a hari ini . ... ... ....... tanggal . ............. bulaa ............... tahun dua 
ribu ..................... .... . , bc:rtcmpe.t di Ruang ................................................. 
berduadam Keputuaan Caro at .................. Nomor: OHO•I O 01 0000 0 IO ten tang 
Pembentukan Tun Pm damping Alokaai Dana De• Kees roe.tan ••.••.••••••• ,u 
Tahun 20.. . . . . . . . atas Berb.a Pcrmobooan Plencairan .............................. , telah 
dilalcsanakan c:valuaai. dan verilikaai alas Berb.s Fennohonan Pencairan 
Alokasi Dana Desa berda.sarkan Peraturan Bupati l'Urwurrjo Nom.or .... Tahun 
20 .......... tcntang .......................................................... , de:ngan ha9il eet.pi 
berikut 

NO UNSUR YANG DIPERIKSA ADA/ HASIL 
nDAK PEMERDCSM1'f 

1. Surat Perm oho nan . ................................. flengkap dan 
yang ditaodaw,gani oleh Kepala Deea dan uh) 
diatemnel buah 

2. Kwitanlli tanda terima •••n••••n ••••••• yang 
bennab:ni c:ukup dan ditandatang,mi olch 
ICepe.la. Dcllll dao ~ Deu. !ICrta 
cfiatem.,..J baaah 

3. Fotola>pi buku rekenlng tabUJl8lln atu nama 
Pl:merin!ah Dellll pada baDk yang ditunjuk. .. .. . • . van.a: . 

4. Fo . J>enu:unui Det,a RPJMDe.. 
5. Fotokopi Plmaturan Desa ten tang RKPDea 

Tallun ........ 
6. Fotnkopi Laponn Pen~ 

Pl:merintaban Desa dan Laporan Ketenulglul 
PenyelenggaJaan Pemerintahan Deea Tahun 
.... 

7. Peraturan Cesa tentang APBDeaa/ 
Perubahan APBDesa Tahun Angp.ran 
uouou••• 

BERITA ACARA BASIL EVALUASI DAN VERIFtKASI 
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA 

LAM Pl RAN 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 33 TAHU1' 2016 
PERUBAHAN KETIOA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANO 
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENGELOIAA.N ALO.KASI DANA DESA 

 



AOOS BASTIAN 

BUPA'l1 PURWOREJO, 

Ttd. 

8. Rencana Angganm Biaye. den Kegiatan/ 
Perubahan RAB-ADD 

9. Keputuean Xepala Desa tent'Aulg penetapan 
Penerima dan Beaaran ~nghasilan Tetap 
Semeate"r "I++ I ,f I ,f 

10. Keputuun Kepa1a Dcaa t:cntang pcnetapen 
Penerlma den Besaran Twtjanpn Kesehatan 
dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan 
Semeater I 4 + I e +I+ 

11. Laporan berkala/akbir pelak.sanaan ADD dan 
aalinan SPJ ADD . ...... tahun ....... 

Ha.ail Eoluaai dan Verifikaai sebegaimana teraebut di etas untuk aelaajutnya 
dapat dijadikan IIICbapi daaar pertim.1-ngan dalam pengJtjuan pennohonan 
pencairan Alokaai. Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pu.rworejo Tahun Anggaran ..................... 

Demildan Beri.ta Acara ini dibuat denpn aebenar-benamya dan untuk 
d.ape.t dipc:rgunakan 11ehepinuma mcstinya. 

TIM .PElIDAMP!NO Al.OKA.SI DANA DESA 
KECAMATAN ........ TAHUN ........... 

1. .......................... ............. ...................... .. ............ ... ... .... . •..•...•........• 
2. ........................................................ ...... ... ................... ....................... . ................... 3. D•t 

 


